PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3% TAHUN 2017
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga
Negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan
perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim,
globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap
bencana alam dan resiko usaha, serta sistim pasar yang
tidak tranparan dan tidak adil, petani/nelayan
membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih
berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan
petani/nelayan secara konferhensif, sistimatik dan holistik;

d. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di
kabupaten = Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur
pengolahan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

e. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan
ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2C09 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun



Mengingat :

ot

10.

11.

12.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana; ,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaiana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 435
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan,;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan;



14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Memperhatikan:

Menetapkan :

Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

1.Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.

2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.

3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017. ‘ v

MEMUTUSKAN

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

N
2.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan; menjadi peraturan Daerah Kabupaten
Rembang.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU Kenutusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATgJN REMBANG &
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A MAJID KAMIL,MZ.




